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KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

   NOMOR : 900.1.15/5804
 

TENTANG

PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 900.1.15/29 TENTANG PENUNJUKAN

PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(PPK–SKPD), PEMBANTU PPK–SKPD DAN PEMBANTU BENDAHARA PADA DINAS

SOSIAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS SOSIAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

Penatausahaan  keuangan pada SKPD Dinas Sosial DIY,

berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor :  21

Tahun  2011 tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan

Daerah,  maka  Kepala  SKPD  menetapkan  PPK  –  SKPD,

Pembantu PPK – SKPD dan Pembantu Bendahara;

b. bahwa  berdasarkan  adanya  pergantian  Pejabat

Administrator  dan  atau  Pejabat  Pengawas,  perlu

menetapkan  perubahan  Keputusan  Kepala  Dinas  Sosial

Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penunjukan Pejabat

Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah

(PPK–SKPD),  Pembantu  Bendahara  pada  Dinas  Sosial

Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun  Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang  Nomor  :  3  Tahun  1950  tentang

Pembentukan Daerah Istimewa Jogyakarta (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), Sebagaimana

telah  diubah terakhir  dengan Undang-Undang  Nomor  9

Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3

Jo Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah

Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun  1955  Nomor  43,  Tambahan  Lembaran  Negara

Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2012  tentang

Keistimewaan...
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Keistimewaan  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  (Lembaran

Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2012  Nomor  170,

Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor

5339);

3. Undang-Undang  Nomor:  23 Tahun  2014  tentang

Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5587),  sebagaimana

telah  diubah terakhir  dengan Undang-Undang  Nomor  9

Tahun  2015  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-

Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan

Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun

2015  Nomor  58,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik

Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2021  tentang

Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan  (Lembaran  Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246);

5. Peraturan  Pemerintah  Nomor  :  58  Tahun 2005  tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005  Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor :  77 Tahun 2020

tentang  Pedoman  Teknis  Pengelolaan  Keuangan  Daerah

(Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2020  Nomor

1781);

7. Peraturan Daerah  Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah  Istimewa  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  Nomor  1

Tahun  2018  tentang  Kelembagaan  Pemerintah  Daerah

Daerah  Istimewa  Yogyakarta  (Lembaran  Daerah  Daerah

Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 12,  Tambahan

Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12);

8. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 12

Tahun 2023, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah tahun Anggaran 2024 Tanggal 29 Desember 2023

(Lembaran  Daerah  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  Tahun

2023 Nomor 12);

9. Peraturan...
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9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor

33  Tahun  2021  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 113 Tahun

2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan

Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun

2021 Nomor 33);

10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor :

92 Tahun 2023, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan

dan  Belanja  Daerah  tahun  Anggaran  2024  Tanggal  29

Desember  2023  (Berita  Daerah  Daerah  Istimewa

Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 92);

11. Dokumen  Pelaksanan  Anggaran  (DPA-SKPD)  Nomor

DPPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2024  Tanggal  22

Juli 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Pejabat  Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja  Perangkat

Daerah  (PPK-SKPD);  Pembantu  PPK-SKPD  dan  Pembantu

Bendahara  pada  Dinas  Sosial  Daerah  Istimewa

Yogyakarta/Unit  Kerja  Tahun  Anggaran  2024,   dengan

nama-nama  sebagaimana  tercantum  dalam  lampiran

Keputusan ini.

Kedua : Tugas Penatausahaan Keuangan sebagai berikut :

1. Pejabat  Penatausahaan  Keuangan  SKPD  mempunyai

tugas:

a. Menguji SPP beserta kelengkapannya;

b. Menyiapkan  SPM  atas  SPP  yang  telah  diuji

kelengkapannya  dan  kebenarannya  untuk

ditandatangani  Pengguna  Anggaran  atau  Kuasa

Pengguna Anggaran;

c. Menerbitkan Surat Penolakan SPM bila SPP yang

diajukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD tidak

lengkap atau tidak benar;

d. Membuat register penolakan penerbitan SPM; dan

e. Membuat Regeister SPM.

2. Pembantu PPK-SKPD terdiri dari :

1. Petugas Penyiap SPM, Mempunyai tugas :

a. Menyiapkan...

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

                               3 / 7                               3 / 7



-4-

a. Menyiapkan SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU dan SPM-

LS.

2. Petugas Pelaksana Verifikasi SPJ, mempunyai tugas:

a. Melakukan Verifikasi  SPJ  dari  masing-masing

PPTK.

b. Meneliti kelengkapan kontrak.

3. Petugas Pelaksana  Akuntansi  dan  pelaporan

Keuangan. Mempunyai tugas :

a. Melaksanakan Akuntansi SKPD; dan

b. Menyiapkan laporan keuangan SKPD

3. Pembantu Bendahara terdiri dari:

1. Kasir Pengeluaran, mempunyai tugas:

a. Menyalurkan dana  tunai/cek/transfer  kepada

PPTK atas  perintah Bendahara Pengeluaran atau

Bendahara  Pengeluaran  Pembantu  dengan

persetujuan  Pengguna  Anggaran  atau  Kuasa

Pengguna Anggaran;

b. Melaksanakan  pembayaran  atas  perintah

Bendahara  pengeluaran  atau  Bendahara

Pengeluaran Pembantu  kepada yang berhak;

c. Menyampaikan bukti-bukti pengeluaran yang telah

dibayar kepada pencatat pembukuan;

d. Menyetorkan sisa Kas yang tidak diperlukan lagi

ke  Kas  Daerah  atas  perintah  Bendahara

pengeluaran  atau  Bendahara  Pengeluaran

Pembantu   dengan  persetujuan  Pengguna

Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran; dan

e. Membuat rekapitulasi pengeluaran perincian obyek

sebelum diserahkan ke pencatat pembukuan.

2. Pembuat Dokumen Pengeluaran, mempunyai tugas:

a. Menyiapkan  dokumen-dokumen  penatausahaan

pelaksanaan DPA-SKPD;

b. Menghimpun  jadwal  kegiatan  beserta  alokasi

anggaran  yang  bersumber  dari  masing-masing

PPTK;

c. Mencatat dan menyimpan, dokumen seperti RKA-

SKPD,  DPA-SKPD,  anggaran  Kas  SKPD,

Keputusan...
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Keputusan-keputusan Kepala SKPD, Dokumentasi

lelang dan lain-lain;

d. Menyiapkan,  membuat  dan  menyusun

dokumen/laporan  penerimaan  dan  pengeluaran

SKPD;

e. Menyiapkan SPJ; dan

f. Menghimpun  bukti-bukti  penerimaan  dan

pengeluaran sebagai lampiran SPJ.

3. Pencatat pembukuan pengeluaran, mempunyai tugas:

a. Meregister dan menyimpan Surat Penyediaan Dana

(SPD),

b. Surat  Permintaan  Pembayaran  (SPP),  Surat

Perintah  Membayar  (SPM),  Dan  Surat  Perintah

Pencairan Dana (SP2D);

c. Mengarsipkan/menyimpan dokumen seperti  SPD,

SPP, SPM, SPJ;

d. Mencatat  penerimaan/pengeluaran  pada  buku

besar dan buku besar  pembantu;

e. Mencatat  penerimaan  dan  penyetoran  PPN/PPh

pada buku Pajak;

4. Penyiap gaji, mempunyai tugas:

Membuat  perencanaan  gaji  dalam  1  (satu)  tahun

anggaran;

a. Membuat daftar gaji;

b. Meneliti dan mengoreksi daftar gaji;

c. Menyiapkan SPP-gaji berdasarkan daftar gaji;

d. Menyiapkan  SPP-Rapel/kekurangan  gaji,  uang

duka dan lainnya;

e. Membayar gaji kepada pegawai;

f. Mencatat  penerimaan dan pengeluaran gaji  pada

Buku Kas pembantu gaji;

g. Menyiapkan  Surat  Keterangan  Pemberhentian

Pembayaran  (SKPP)  untuk  pegawai  mutasi/

pensiun;

h. Memungut,  membukukan  dan  menyetorkan

perhitungan pihak Ketiga PFK; dan

i. Menyiapkan peremajaan daftar gaji.

Ketiga...
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Ketiga : Dalam  melaksanakan  tugasnya  Pejabat  Penatausahaan

Keuangan  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (PPK–SKPD),

pembantu PPK-SKPD dan pembantu Bendahara bertanggung

jawab  kepada  Pengguna  Anggaran/Kuasa  Pengguna

Anggaran Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta.

Keempat : Segala  biaya  yang  timbul  sebagai  akibat  ditetapkannya

keputusan ini  dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024.

Kelima : Keputusan ini  mulai  berlaku pada tanggal  ditetapkan dan

dilaksanakan untuk tahun Anggaran 2024.

Ditetapkan  di   :    Yogyakarta

Pada tanggal   :    2 September 2024

KEPALA,

${ttd}

ENDANG PATMINTARSIH

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth ;
1.   Inspektur  DIY
2.   Kepala BAPPEDA DIY
3.   Kepala BPKA DIY
4.   Yang bersangkutan

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 900.1.15/5804
TENTANG : PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS 
SOSIAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 900.1.15/29 
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN 
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (PPK–SKPD), PEMBANTU PPK-
SKPD DAN PEMBANTU BENDAHARA PADA DINAS SOSIAL DAERAH 
ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA,

${ttd}

ENDANG PATMINTARSIH
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